PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU), DAN
TAMBAHAN UANG (TU) SKPD ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KONAWE UTARA

bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
Anggaran 2020 perlu pengaturan pengajuan permintaan
uang persediaan SKPD;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
besaran Uang Persediaan SKPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam
Surat Keputusan Bupati Konawe Utara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);




8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2009);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN

10.

11.

12.

13.

14.

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU), DAN
TAMBAHAN UANG (TU) SKPD ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020;

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah BKAD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan
Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.



- 15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas
Pelaksanaan Kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

16. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

17. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

18. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

20. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

21. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.

22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Penggunan
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
(Bendaharawan Umum Daerah) BUD berdasarkan SPM.

24. Surat Setoran Sisa Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat S3TU adalah
dokumen bukti pengembalian sisa kas dana Tambahan Uang atas kegiatan
yang telah dilaksanakan

25. Bersifat khusus adalah pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan
pedoman atau petunjuk tekhnis penggunaan dana dan atau pelaksanaannya
melebihi 1 (satu bulan.

BAB II
PENETAPAN MEKANISME PENGAJUAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

Uang Persediaan dapat diberikan pertama kali awal Tahun Anggaran untuk
pengeluaran-pengeluaran klasifikasi belanja kelompok belanja langsung terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang tidak di Pihak
Ketigakan.

Pasal 3

(1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan disesuaikan dengan pagu anggaran
masing-masing SKPD

(2) Besarnya jumlah uang persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12
(satu per dua belas dari pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang dijjinkan
untuk pemberian Uang Persediaan.

(3) Khusus Uang Persediaan bagi kelurahan 1/4 (seperempat) dari pagu DPA
sesuai klasifikasi belanja yang dijjinkan untuk pemberian Uang Persediaan.




' {4) Batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati.

Pasal 4

Besaran Uang Persediaan tunai dan/atau dalam brankas pada Bendahara
Pengeluaran hanya diperkenankan maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah), selebihnya wajib dalam Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 5

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap SKPD tidak boleh melebihi batas
Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).

Pasal 6

Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) diajukan setelah Uang Persediaan
digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampirkan:
Surat Pengantar SPP-GU;

Ringkasan SPP-GU;

Rincian SPP-GU;

Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas
penggunaan dana SPP-UP;

Salinan SPD;

Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang dimintakan tidak dipergunakan
untuk keperluan selain Ganti Uang Persediaan saat pengajuan SPM kepada
BUD; dan

g. Lampiran lain yang diperlukan.

e S i
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Pasal 7

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan
untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak
mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Pasal 8

Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 9

Besarnya pengajuan Tambah Uang Persediaan dapat diberikan:

a. Maksimal untuk mendanai 3 (tiga) kegiatan dalam waktu yang bersamaan; atau

b. Jumlah tambah Uang Persediaan setinggi-tingginya Rp.350.000.000,- (tiga
ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Besarnya pengajuan Tambah Uang Persediaan untuk program kegiatan yang
bersifat khusus SKPD dapat mengajukan melebihi batas besarnya Tambah Uang
Persediaan sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 point b dan mendapat
persetujuan dari PPKD.

Pasal 11

Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan :

a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, dan
dilampirkan dengan kebutuhan rincian objek belanja.

b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

c. Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah dengan menyertakan Surat Setoran Sisa Tambahan Uang
(S3TU);




e =

'd. Pertanggungjawaban atas Tambahan Uang Persediaan dilakukan dengan
mekanisme SPM dan SP2D-TUP Nihil yang disertai dengan ringkasan
pengeluaran per rincian objek dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap.

e. Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat
dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS dan dilampirkan dengan
kebutuhan rincian objek belanja.

f. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan APBD.

Pasal 12

(1) Pengajuan Tambahan Uang Persediaan berikutnya dapat diberikan jika
Tambahan Uang Persediaan yang lalu telah dipertanggungjawabkan dengan
diterbitkannya SPP/SPM/SP2D-TU Nihil.

(2) Pengajuan Uang Persediaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna wajib
membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana UP/GU/TU.

Pasal 13

(1) Penyampaian pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang
Persediaan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun
Anggaran berjalan.

(2) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun
anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

(3) Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada PPKD setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Pasal 14

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas
penggunaan Uang Persediaan yang dokumennya sesuai kebutuhan yang telah
ditetapkan dalan DPA yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas pengelolaan
keuangan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan : di Wanggudu
Pada tanggal : 2 Januari 2020

MUPATI KONAWE UTARA, 2

e

/—
H. RUKSAMIN Kk

Diundangkan : di Wanggudu
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Sekretaris Daerah
Kabupaten Konawe Utara,

H. MARTAYA N

BERITA DAERAH KABUPATEN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3/J™
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